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MK Putus Gugatan Ketentuan Pajak Komoditas Pangan

Jakarta, 28 Februari 2017- Mahkamah Konstitusi(MK) akan menggelar SIdang Pengulian Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentsng Palak Pertainbahan Nilai Bareng dan Jasa dan Palak Perilualan ates Barang Mewah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Palek Pertainbahan Nilai Bareng dan Jasa dan Palak Perilualan atas Bareng
Mewah (UU PPN) pada Seiasa (2812). puku1,0 00 WIB d Ruang SIdang MK dengan agenda Pengucapan Putusan

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 391PUU-XIV/2016 Ini dialukan o1eh Dolly Hulari P, dan
Sutejo. Keduanya merupakan konsumen dan pedagang komoditas pangan di pasar tradisional yang merasa hek
konstitusionalnya dilanggar ketentuan pasa1 4A ayat (2) huruf b UU PPN berserta penjelasannya Ketentuan tersebut
mengatur mengenai komoditas pangan yang tidak jerkena Palak Pertainbahan NIIai. Ada sebelas Ienis komoditas
yang disebutkan dalam perilelasan pasal a quo yaitu, beras. gabah. lagung, sagu, kedelai, garam. daging, telur,
susu, buah-buahan dan sayur-sayuran

Dalam permohonannya Pemohon menilai bahwa perilelasan pasal a quo bersifat diskriminatif dan me langgar
hak konstitusional untuk mengembangkan diri daiam peningkatan kualitas hidup meIalui pemenuhan kebutuhan
dasar pangan Hal un dikarenakan sumber-sumber energi dan gizi selain yang disebutkan diatas terkena Palek
Pertainbahan NIIai(PPN) sehingga hanga menjadilebih inahal, hallni balmbas kepada penurunan kernampuan
daya bell dan konsumsi atas komodilas tersebut

Pada sidang Rabu (2216) Pemerintah diwakili Kepala Biro Bantuan Hukum Kernenterian Keuangan TIC
Serepina Siahaan menyatakan pasal yang drollkan Pemohon SIfatnya tidak mein beda-bedakan dan berlaku bagi
seiuruh wailb palak yang masih me millki hak dan kewajiban perpajakan. balk pribadi in aupun badan hukum di dalam
negeri dan Iuar negeri Pemerintah juga mengatakan behwa aturan Ini bertujuan menjunjung tinggi kesejahteraan
seiuruh rakyat Indonesia. Dalil Pemohon yang menyatakan diberlakukannya Pasa1 4A ayat (2) huruf b Undang-
Undang PPN mengakibatkan timbulnya perlakuan yang diskriminatif, dinilai Pemerinlah tidak beelasan menurut
hukum Sebab, ketentuan tersebuttidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945

Dalem sidang Senin (1817), Pemohon menghadirkan tiga Drang ahli. yakni Ahli Pangan dan Gizisekaligus
Guru Besar Institut Pertanian Bogor Hadnsyah. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)
Yustinus Pestowo, sena Ahli Hukum Perundang- undangan Universitas Indonesia Sony Meulana Sikumbang

Sony menyebut Perilelasan Pasa1 4 ayat (2) huruf b UU PPN telah me Iebihifungsinya sebagaitafsir resini dari
pembentuk peraturan perundang-undangan, yakni untuk meinperlelas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan yang dibentuknya itu

Sedangkan sebagai Ahli Perpajakan. Yustinus meinaridang ada kontradiksi ketika Ia menilai sangat mudah
pemerinlah memberIkan Irisentif pajak pada kelompok kaya. Namun, untuk kelompok masyarakat Iuas. lustru
pemerintah mengenakan PPN, terutama terhadap bareng kebutuhan pokok

Semenlara Hardinsyah. daiam keterangannya, meinfokuskan pada empat hal Pertaina, tentsng pangan
sebagai kebutuhan dasar dan faktor yang mein pengaruhinya Kedua. tentang kebutuhan 91zi dan pangan penduduk
Indonesia dan pentingnya pangan untuk hidup sehat. cerdas, dan produktif. Ketiga. tentang PCIa konsumsi pangan
penduduk Indonesia yang beragam dari barat sampai ke timur. Keempat, tentang pengaruh kenaikan hanga
komoditas pangan terhadap konsumsi

Senin (2517) Mahkamah mendengar keterangan ahli yang dihadirkan Pemenntah, dan saksi Pemohon Ahli
yang dihadirkan adalah Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dan Guru Besar Perpajakan Universitas Indonesia
Gunadi. Dalam SIdang tersebut. Refly mengkritisitentang obyek yang dianggap diskriminasi Dieh Pemohon berupa
komoditas kebutuhan pokok Sepanjang pengetahuannya, Refly menlelaskan diskriminasiitu ditujukan pada Drang.
bukan techadap komoditas kebutuhan pokok "miterkesan seolah-o1ah ubi dan Ikan didIskriminasikan kernudian
dikenakan PPN. Padahal, inaksud diskriminasiini perlakuan diskriminasi terhadap Drang. balk sebagai warga
negara in aupun sebagai penduduk. "Ielasnya

Adapun Gunadi menyinggung tentang penyebutan tilenis barang kebutuhan pokok dalam perilelasan pasal
yang diulIkan Baginya. penyebutan tersebut sudah sesuai dan tidak dapat dianggap sebagai pembatasan norma
hukum Bebab, daiam suetu undang-undang diperlukan sualu definisi operasional Sehingga d daiam
pelaksanaanya iru dapat diketahui dengan pasti. " kata dia (ArslShella)
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